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PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA 

 

PERNYATAAN TELAH DI REVIU  

ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA 

TAHUN 2024 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Nomor: 

79/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Reviu 

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Pada Pengadilan Negeri 

Pontianak Kelas IA . Tim Reviu telah Mereviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan 

Negeri Pontianak Kelas IA untuk tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu 

Indikator Kinerja Utama. Substasi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja 

menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA. 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di 

sajikan secara akurat, andal dan valid. 

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan 

perbedaan dalam meyakini keandalan yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini. 

 

 

 

  

 

 

  

Pontianak, 11 Januari 2024 

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak 
 

 
 
 

AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO 



 

 

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama, yang dimaksud dengan Reviu Indikator Kinerja Utama adalah ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap 

Instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Reviu Indikator 

Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan 

karena seringkali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga 

menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasnya 

bahkan dengan perencanaan nasional. 

Penyusunan Reviu Reviu Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan 

tujuan sebagai berikut :  

− Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik 

− Untuk menjadi tolak ukur dan target pencapaian kinerja  

Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi 

pemerintah yang meliputi Kementrian Koordinator / Kementrian Negara / Departemen 

/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara 

dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi,  

Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. 

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi 

tersebut sehingga penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilaksanakan 

dengan baik dan penerapannya dapat dilakukan secara integratif diantara unit kerja di 

dalamnya. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar 

unit organisasi. Cakupkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap tingkatan 

unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) 

dengan tatanan sebagai berikut : 

1. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementrian Negara / 

Departemen / LPND / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten / 

Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) 

sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi dari lembaga; 

2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eleson I 

adalah indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat 

lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja yang ada dibawahnya; 

3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eleson II / 



 

 

Satuan Kerja / SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator 

keluaran (output). 

 Keberhasilan Reviu Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu 

lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi / unit kerja saja, tetapi dipengaruhi 

oleh keberhasilan instansi / unit kerja lain. Oleh karena itu, Reviu Indikator Kinerja 

Utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat 

indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat 

(benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja / satuan kerja, indikator 

kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan 

keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta 

dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. 

 Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian 

terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi 

sampai perencanaan nasional dapat tercapai. 

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penentuan 

dan penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA 

adalah sebagai berikut : 

a. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022; 

b. Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Umum; 

c. Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 

IA yang diamanatkan oleh undang-undang; 

d. SOP (Standart Operating Procedure) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA; 

e. Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

Dalam pemilihan dan penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi 

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau 

usulan dari pemegang kepentingan (stakeholders) baik secara lansung maupun tidak 

langsung. Selain itu Reviu Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan diupayakan untuk 

memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran 

kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur Reviu Indikator Kinerja Utama yang baik 

dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:  

a. Spesifik 

b. Dapat dicapai 

c. Relevan 

d. Menggambarkan keberhasilan 



 

 

e. Dapat dikualifikasi dan diukur dan dinilai 

Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam 

kepentingan, antara lain  

a. Perencanaan jangka menengah; 

b. Perencanaan tahunan; 

c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja; 

d. Pelaporan akuntabilitas kinerja; 

e. Evaluasi kinerja; 

f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan – 

kegiatan. 

  



 

 

HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA  

 

No Pernyataan Check list 

I Format 1. Indikator Kinerja Utama  (IKU) telah 

menampilkan data  Indikator kinerja yang 

ditetapkan oleh Lembaga  

2. IKU telah menyajikan informasi Income dan 

outcome / Input Output dari kinerja yang 

ditetapkan  

3. IKU menyajikan Penanggung jawab utama dari 

Indikator yang ditetapkan yang ditentukan 

secara berjenjang 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

II Mekanisme 

penyusunan 

1. IKU disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas 

fungsi untuk itu 

2. IKU telah sesuai dengan keputusan tentang 

indikator kinerja Lembaga  

3. Informasi yang disampaikan dalam IKU telah 

didukung dengan data yang memadai 

4. Telah terdapat mekanisme penyampaian data 

dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun 

IKU 

5. Telah ditetapkan penanggung jawab 

Pelaksana /dan sumber data  

6. Data/informasi kinerja yang disampaikan 

dalam IKU telah diyakini keandalannya 

7. Analisis/penjelasan dalam IKU telah diketahui 

oleh unit kerja terkait 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 



KTPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI POI{TIANAK KLAS I.A

I{oMoR :79IKPN .w L7 -u t I IilKI.2.6 I U 2ot24

TE1TTAITG

PEMBENTUI(AI{ TIM PEIITYUSUITAI{ RTVIU INDIKATOR KINER-'A UTAMA

DAN INDII(ATOR KINERJA TAMBAHAN

PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

Menimbang

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A

: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 dan Peraturan

Presiden Nomor 18 Tahun 2A2A tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2A2A-

2A24, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada

Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A untuk mengukur

keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang

ditetapkan;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan

ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan

tugas ini;

c. Bahr.r,'a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas LA tentang

Pembentukan Tim Penyusunan Indikatro Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A;

: 1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2AAg

tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Mengingat











 

 

 

 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A 

 

NOMOR :298/KPN.W17-U1/HK1.2.5/I/2024 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN  
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN TAHUN 2024 

PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A 

 
 

KETUA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KLAS I.A 
 

 

Menimbang :  a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu 

disusun Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri 

Pontianak Klas I.A untuk mengukur keberhasilan kinerja 

dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan; 

   b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerga Utama 

Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A berlandaskan pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;  

   c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Klas I.A tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri 

Pontianak Klas I.A; 

Mengingat :  1. Undang-undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

  2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 





































REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SCAN ME

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A

Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak

(0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196
pengadilannegeriptk@gmail.com

0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)

0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)


	COVER LAPORAN LAPORAN
	17dfd7872b80f3b26eb870e93a71379151c1ff9992179cdd790111db00e7aa12.pdf
	17dfd7872b80f3b26eb870e93a71379151c1ff9992179cdd790111db00e7aa12.pdf
	Scanned Document
	Scanned Document
	COVER LAPORAN LAPORAN

